
 

 

 

 
 

   PROVINSI JAWA TENGAH 
 

    PERATURAN BUPATI SEMARANG 
    NOMOR 40 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2018 dapat berjalan efektif, 
efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan 
maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2018; 

  b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat 
(2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja 
Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1652); 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

2.    Undang-Undang       Nomor        67         Tahun 1958 

3.    Undang-Undang       Nomor        17         Tahun 2003 



 

 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079);  

1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

 

4.    Undang-Undang         Nomor        1       Tahun 2004 

5.    Undang-Undang          Nomor        25       Tahun 2004 

6.    Undang-Undang         Nomor         17       Tahun 2007 

7.    Undang-Undang          Nomor        26       Tahun 2007 

8.    Undang-Undang       Nomor      23         Tahun 2014 

9.    Peraturan       Pemerintah        Nomor        16 Tahun 

10.  Peraturan        Pemerintah       Nomor       69 Tahun 

11.  Peraturan        Pemerintah        Nomor        55 Tahun 

12.  Peraturan         Pemerintah       Nomor       58 Tahun 

13.  Peraturan         Pemerintah        Nomor       39 Tahun 



 

 

 

 

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-
jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4963); 

2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 122); 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 518); 

14. Peraturan      Pemerintah      Nomor     3     Tahun   2007 

15.  Peraturan        Pemerintah         Nomor       39 Tahun 

16. Peraturan      Pemerintah      Nomor    8     Tahun    2008 

17.  Peraturan      Presiden      Nomor     55    Tahun   2012 

18.  Peraturan      Presiden     Nomor      2     Tahun  2015 

19.  Peraturan      Menteri      Dalam      Negeri    Nomor  13 

20.  Peraturan      Menteri     Dalam     Negeri    Nomor    54 

21.  Peraturan       Menteri      Dalam     Negeri    Nomor  18 



 

 

Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3); 

 

 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 28); 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2017 Nomor 3); 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 6); 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 15); 

23.  Peraturan       Daerah       Provinsi       Jawa Tengah 

24. Peraturan         Derah        Provinsi        Jawa Tengah 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 

22.  Peraturan        Daerah      Provinsi         Jawa Tengah 

25.  Peraturan          Daerah            Kabupaten Semarang 

26.  Peraturan         Daerah          Kabupaten Semarang 

27.  Peraturan            Daerah        Kabupaten Semarang 

28.  Peraturan          Daerah         Kabupaten Semarang
 



 

 

Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2016Nomor21, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20); 

 

 

 
 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 
2018 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerint han 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala 

Daerah Kabupaten Semarang. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang 

selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Semarang adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsure 

pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BkuD adalah 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. 

8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat BARENLITBANGDA adalah Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 



 

 

disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan danpenganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 

periode 25 (dua puluh lima) tahun, merupakan penjabaran dari Visi, 

Misi dan Program Daerah Kabupaten Semarang untuk periode Tahun 

2005-2025. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 

PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada setiap PD untuk setiap program 

sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan 

DPRD. 

15. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

16. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif yang terdiri dari unsure masukan, proses, keluaran, hasil, 

manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian 

kinerja suatu kegiatan. 

17. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB 

adalah produk domestic bruto dari bagian wilayah yang merupakan 

agregasi dari Nilai Tambah Bruto (NTB) dari semua unit produsen 

residen di suatu region. 

 

Pasal 2 

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

 

BAB II 

PELAKSANAAN RKPD 

 

Pasal 3 

(1) RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2018, memuat rancangan kerangka 

ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja 

yang terukur beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung 

10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 



 

 

oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

(2) Rencana kerja yang terukur beserta pendanaannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:  

a. APBD; 

b. APBD Provinsi; 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan 

d. Masyarakat. 

 
Pasal 4 

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) menjadi pedoman bagi: 

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA/PPAS dan Rancangan APBD 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018; dan 

b. PD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2018. 

 Pasal 5 

(1) PD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan 

rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran 

kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program/kegiatan. 

(2) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi 

analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan 

oleh PD yang bersangkutan. 

(3)  Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 

kepada Bupati melalui Kepala BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang 

paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang 

bersangkutan. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Semarang. 

 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 31-05-2017 
 

BUPATI SEMARANG, 

 
 

ttd. 

MUNDJIRIN 
Diundangkan di Ungaran 

Pada tanggal  31-05-2017 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

ttd. 

GUNAWAN WIBISONO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 40 


